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Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah, maka rincian tugas, fungsi, dan tata kerja
dinas daerah perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4493 jo. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3176),
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Menetapkan :

10.
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12.

13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4
Seri D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.



4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

5. Bupati adalah Bupati Cirebon.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon.

17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

19. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Cirebon.

BAB I
DINAS
Pasal 2

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
kesehatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesehatan;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina perilaku dan penyehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan dan farmasi, kesehatan keluarga, pencegahan
dan pemberantasan penyakit,

d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
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membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan;

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan
dinas di bidang kesehatan;

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan:

merumuskan, menyusun rencana dan program kerja dinas sebagai pedoman kerja
sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;

menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai
dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

merumuskan, menyusun rencana dan program kerja Dinas sebagai pedoman kerja
sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;

menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan
daerah di bidang kesehatan;

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesehatan;

menyelenggaraakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina perilaku dan
penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan farmasi, kesehatan keluarga,
pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta kelompok jabatan fungsional;

. menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan;

menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan;
melaksanakan administrasi ketatausahaan Dinas;

menyelenggarakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap
UPT Dinas;

memberi informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati di bidang
kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;

menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Dinas sesuai
dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup
Dinas;

menyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang
kesehatan,

menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas;
menyelenggarakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang
kesehatan,;

melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Dinas;
menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan
fungsinya.
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BAB llI
SEKRETARIAT
Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi
administrasi umum, keuangan, dan program Dinas.

3)

(4)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimagsud pada ayat (2), Sekretariat
mempunyai fungsi:

a.
b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,
pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan
keprotokolan Dinas;

pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas;
pengelolaan penyusunan perencanaan dan program Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a.
b.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala
Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan
koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas Dinas;

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan,
naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

mengoreksi surat-surat atau naskah Dinas di lingkup Dinas;

mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi
di lingkup Dinas;

menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan
dengan Dinas;

memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;

memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada
Kepala Dinas;
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(2)

(4)
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n. mengelola pengadaan dan periengkapan serta rumah tangga yang menjadi
kebutuhan Dinas;

mengeiola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
mengelola adiministrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;

g @

melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna
anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat
pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;

A2

r. meiaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;

s. memantau dan mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada
Kepala Dinas;

t. mengelola perencanaan dan program Dinas;

u. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
peiaksanaan anggaran lingkup Dinas;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan
dengan kegiatan bidang keselretanatan, dalam rangke pengambiian
keputusan/kebijakan;

f!

w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

x. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan kesekretariatan,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum
Pasal 4

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum
mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;

b. peiaksanaan koordinasi, kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan
perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokelan Dinas;

pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dan
pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2} dan ayat (3}, Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum, sebagai pedoman
peiaksanaan tugas;
b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Kepada bawahan;

¢. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;,
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bb.

Cc.

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:

mengonsep, mengoreksi, dan memaraf Naskah Dinas yang akan ditandatangani
pimpinan;

menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan urusan
ketatausahaan dan perlengkapan;

melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokoler Dinas;

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas
sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

melaksanakan administrasi surat masuk dan surat  keluar seria
penyimpanannya, sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) vang
beriaku;

mengoordinasikan peiaksanaan layanan bidang umum, perlengkapan dan
kepegawaian;
mengumpulkan, mengoreksi dan pengolahan data kepegawaian;

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan,
pembinaan dan ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;

melaksanakan koordinasifkonsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan unit
kerja lain yang terkait;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan;
berkoordinasi dengan unit terkait dalam hal kebutuhan barang inventaris;
menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan Dinas;

melaksakan pengelolaan barang inventaris Dinas;

mencatat dan pelaporan barang inventaris;

meiaksanakan penyusunanipengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada
pimpinan,

melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas;

melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan aset dinas, sesuai
dengan aturan yang berlaku;

melaksanakan pengamanan/penyimpanan periengkapan Dinas yang rusak;

membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses adminisirasi
TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi);

melaksanakan pengembangan budaya Kerja aparatur di lingkup Dinas;
mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan;

mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Umum; -

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum dengan satuan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan
urusan umum, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian
Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan
Pasal 5

{1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang iangsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

{2}

{3}

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan
penatausahaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Keuangan mempunyai fungsi:

4.

@ o o

penyusunan perencanaan program subbagian keuangan;
pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, ayat
{Z) dan ayat (3}, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

3.
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membantu Selretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan adminisirasi
keuangan;

menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

membina dan memolivasi bawahan dalam rangka peiaksanaan {ugas,
peningiatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

memantay, mengendalikan, mengevaiuasi, dan menilai pelaksanaan fugas
bawzhan;

mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas urusan keuangan yang akan
ditandatangani pimpinan;

mengusuikan nama calon bendahara di lingkup Dinas;
membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bendahara di lingkup Dinas;
menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;

mengoordinasikan pelaksanaar penerimaan, pengeluaran dan
pertanggungjawaban keuangan Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran
Tambahan Uang (SPP-TU),Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji
dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan
jasa;

melakikan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat
Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ};

meiaksanakan akuntansi keuangan Dinas;

menyiapkan laporan keuangan Dinas;

memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;

memantau penyusunan, pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
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r. mengeordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGR);

s. melaksanakan koordinasi‘konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja
iain yang terkait;

t. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas:

u. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Keuangan;

v. bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensy/
pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum dengan satuan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

w. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yvang berkaitan
dengan kegiatan administrasi keuangan. rangka pengambilan keputusan/
kebijakan;

X. melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian
Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesual dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Program
Pasal 6

} Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adaizh unsur staf yang

langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Program mempunyal tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaiuasi,

dan pelaporan kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Program mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan program/kegiatan Subbagian Program;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Dinas:

c. pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Daiam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal

(2) dan ayat {3), Kepala Subbagian Program mempunyai uraian tugas:

a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program;

b. menyiapkan, menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan meniiai pelaksanzan tugas
bawahan,

f. menyusun rencaha dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas Dinas;

g. mengonsep, mengoreksi dan memaraf sesuai dengan ketentuan Tata Naskah
Dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
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h. menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan daerah di bidang
kesehatan;

i.  mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang Program kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;

J.  menyusun rencana strategis kegiatan pembangunan kesehatan;

K. menyusun laporan triwulan, semester, dan tahunan kegiatan pembangunan
bidang kesehatan;

. menyiapkan penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang
kesehatan;

m. menyusun usuian rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan
program dinas;

mengelola Sisitem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas;

0. melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
perumusan kebijakan bidang kesehatan;

p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang kesehatan;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian
Program, sesuai ketentuan yang berlaku;

r. menyelenggarakan kKerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan
keria sama dengan luar negeri dalam bidang kesehatan;

s. menyusun profil hasil pembangunan kesehatan;

memberikan saran dan pertimbangan Kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan
kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

v. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Program;

w. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi
menyusun rencana anggaran lingkup Dinas;

aa. bersama dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi melaksanakan
asistensifpembahasan rencana anggaran lingkup Dinas dengan Satuan Kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

§

BAB IV
BIDANG BINA PERILAKU DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Bagian Pertama
Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 7
(1) Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepaia

Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengelola
urusan pemerintahan daerah di bidang bina perilaku dan penyehatan lingkungan.
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{3} Untpk mg{aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina
Perilaku dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

(4}

]

perumusan kebijakan teknis di bidang bina peritaku dan penyehatan lingkungan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina perilaku
dan penyehatan lingkungan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perilaku kesehatan., penyehatan
lingkungan pemukiman, penyehatan tempat-tempat umum dan industri; dan

pelaksanaan tugas iain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan
mempunyai uraian tugas:

4.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang bina perilaku dan
penyehatan lingkungan;

mengeloia penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala
Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan iugas
bawazhan;

merumuskan kebijakan teknis di bidang bina perilaku dan penyehatan lingkungan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku;
melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina perilaku dan penyehatan
lingkungan;

mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina perilaku
dan penyehatan lingkungan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perilaku kesehatan, penyehatan
lingkungan pemukiman, penyehatan tempat-tempat umum dan industri;

memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam peiaksanaan penyebariuasan
informasi kesehatan melalui media elektronik dan media cetak;

memberikan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap peilaksanaan kegiatan
usaha kesehatan pada institusi pendidikan, tempat kerja, dan institusi kesehatan;

memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap peningkatan kemampaan petugas
kesehatan dalam promosi kesehatan;

memberikan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap pemberdayaan dan
peningkatan peran seria masyarakat dalam bidang kesehatan;

mengeloia kerjasama dengan media cetak, maupun media elekironik daiam
rangka penyebaritasan informasi kesehatan;

melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan masyarakat;

melakukan promosi kesehatan yang berkaitan dengan PHBS dan penyehatan
lingkungan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan
dengan urusan pembinaan perilaku dan penyehatan lingkungan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan:

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesat melaksanakan tugas/
penugasan;
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mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup
Bidang Bina Perilaku Penyehatan Lingkungan;

bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana
anggaran Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan dengan satuan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Bina
Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, sesuai ketentuan yang berfaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Perilaku Kesehatan
Pasal 8

{1} Seksi Perilaku Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adaiah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan berianggung jawab kepada Kepals
Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan.

{2} Seksi Perilaku Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemetintahan
daerah bidang perilaku kesehatan.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2), Seksi Perilaku
Kesehatan, mempunyai fungsi:

d.

E"ﬁ

perumusan kebijakan teknis kegiatan/program peningkatan perilaku hidup bersih
dan sehat masyarakat;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perilaku
kesehatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peningkatan perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) masyarakat; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Perilaku Kesehatan, mempunyai uraian tugas:

4,

o

? o

membantu Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, dalam
melaksanakan upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat;

menyusun rencana dah program kerja Seksi Perilaku Kesehatan sebaga!
pedoman pelaksanaan tugas,

mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas:

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
program peningkatan perilaku masyarakat di bidang bina perilaku dan
penyehatan lingkungan;

melaksanakan pembinaan tentang peran seria masyarakat dalam kegiatan
kesehatan melaiul pembentukan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat

(UKBM),

menginventarisir UKBM di masyarakat menurut strata atau  tingkat
keberhasilannya;
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melakukan pembinaan kerjasama dengan kader kesehatan di masyarakat dalam
peningkatan PHBS;

melaksanakan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan,
tempat kerja, tempat umum, dan tatanan sarana kesehatan;

merencanakan strategi peningkatan peran seria masyarakai dalam bidang
kesehatan;

melaksanakan pembinaan peran serta generasi muda di bidang kesehatan;

. mengembangkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi masalah

kesehatan melalui pengembangan Desa Siaga Sehat;

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Puskesmas dalam upaya
peningkatan peran serta masyarakat;

melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), swasta, dan dunia usaha dalam upaya peningkatan peran
serta masyarakat di bidang kesehatan;

meiaksanakan promosi kesehatan yang berkaitan dengan perubahan perilaku
masyarakat mengarah ke PHBS;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepaia Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dalam rangka pengambilan keputusan/
kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

menylapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Perilaku Kesehatan;

bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Perilaku Kesehatan dengan Satuan Keria
terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran,

meiaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Perilaku Kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Pasal 9

Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepale Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan.

{2) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang penyehatan lingkungan pemukiman masyarakat.

(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyehatan
Lingkungan Pemukiman, mempunyai fungsi:

a.
b.

perumusan kebijakan teknis kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyehatan
lingkungan pemukiman,
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pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penyehatan lingkungan pemukiman
masyarakat; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Daiar_‘n melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman, mempunyai
uraian tugas:

4,

membanty Kepalz Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, dalam
melaksanakan tugas penyehatan lingkungan pemukiman masyarakat;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai peiaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
program penyehatan lingkungan pemukiman di bidang bina perilaku dan
penyehatan lingkungan;

mengoordinasikan penyusunan rencana dan program penyehatan lingkungan
pemukiman;

mengumpuikan, mengolah dan menganalisis data kebersihan lingkungan
pemukiman serta melakukan koordinasi daiam upaya peningkatan kebersihan
lingkungan pemukiman;

melakukan inventarisasi dan analisis data klasifikasi rumah, saluran pembuangan
air imbah, dan jamban keluarga serta sarana air bersih;

melakukan instkesi sanitasi rumah dan sarana air bersih;

meiakukan promosifsosialisasi dan pembinaan pengeiclaan sampah rumah
tangga;

melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam kegiatan penyehatan
lingkungan pemukiman;

menyusun rencana kegiatan pengawasan kualitas air bersih dan lingkungan
pemukiman;

melakukan pengawasan kualifas lingkungan melalui pengukuran kualitas udara,
tingkat kebisingan, pemaparan pestisida, dan pengendalian vekior seria
pengambilan sampel! air, tanah dan limbah;

melakukan analisis hasil pengawasan kualitas lingkungan pemukiman dan
memberikan umpan balik kepada pihak terkait;

melaksanakan promosi kesehatan yang berhubungan dengan penyehatan
lingkungan, pengelolaan sampah, air bersih dan pemanfaatan jamban;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan lingkungan
pemukiman, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan,
setiap selesai meiaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan'penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
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t. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Seksi
Penyehatan Lingkungan Pemukiman, sesuai ketentuan vang beriaku: dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan Industri
Pasal 10

Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan Industri dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan.

Seksi Penyshatan Tempat-Tempat Umum dan Industdi mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penyehatan tempat-tempat
umum dan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {(2), Seksi Penyehatan
Tempat-Tempat Umum dan Industri mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kegiatan penyehatan tempat-tempat umum dan
industri;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyehatan
tempat-tempat umum dan industri;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penyehatan tempat-tempat umum dan
industri; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan Industri,
mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, dzalam
melaksanakan tugas urusan penyehatan tempat-tempat umum dan industri;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum
dan Industri, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
daerah program penyehatan tempat-tempat urmum dan industri;

g. memberikan bimbingan teknis pada petugas kesehatan tentang penyehatan
tempat-tempat umum dan industri;

h. melakukan insfeksi sanitasi (bangunan, lokasi, bahan, hasil produksi, proses dan
alat produksi) di tempat umum dan industri;

i. melaksanakan pengawasan dan pemberian rekomendasi tempat pengeloiaan
makanan dan minuman industri rumah tangga;
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j. melaksanakan grading rumah makan, restoran dan jasa bogs;

k. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis terhadap petugas pengelcla
tempat umum dan industri;

I, melaksanakan kursus penjamah dan pengelola makanan dan minuman seria
pembenian/pengeluaran sertifikasi penyuluhan (SP/P-IRT);

m. melakukan pengumpuian, pengolahan dan menganalisis data tempat-tempat
umum, TPM, industri dan jasa boga;

n. memberikan keterangan laik sehat tempat-tempat umum dan industri;

0. melakukan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait berkenaan dengan bidang
tugas;

p. mengumpulkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat-tempat
umum, TPM, industri dan jasa boga;

q. meiakukan promosi kesehatan yang berhubungan dengan penyehatan tempat-
temnpat umum, TPM, industri dan jasa boga sesuai peraturan yang berlaku;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan tempat-
tempat umum dan industri, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

5. melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehaian Lingkungan,
setiap selesal melaksanakan tugas/penugasan;,

t. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran
Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum dan Industri;

u. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan
industri dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Penyehatan Tempat-Tempat Umum TPM, industri dan jasa boga, sesual
ketentuan yang berlaku: dan

w. melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB Y
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI

Bagian Pertama
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi
Pasal 11

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi dipimpin cleh seorang Kepala Bidang
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas mengelola urusan
pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dan farmasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan farmasi;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan
kesehatan dan farmasi;
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pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan dasar,
kesehatan rujukan, kesehatan swasta dan farmasi; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2} dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, mempunyai
uraian tugas:

d.

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang Pelavanan
Kesehatan dan Farmasi;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Peiayanan Kesehatan
dan Farmasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala
Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawsahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi;

mengelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai ketentuan yang
berlaku;

mengelola dan menyelenggarakan kegiatan jaminan pemeliharaan kesehaian
rasyarakat tidak mampu;

menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan
rawan tingkat kabupaten;

merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan upaya pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit Swasta, Puskesmas sarana pelayanan kesehatan dasar swasta
termasuk narkotika, psikotropika, zat adiktif dan barang berbahaya;

merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan muty
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, sarana pelayanan
kesehatan dasar swasta dan pelayanan kesehatan khusus;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan dan menyelenggarakan
bimbingan dan pengendalian pada sarana pelayanan kesehatan baik milik
pemerintah maupun swasta termasuk kegiatan pengobatan tradisional;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengelcia obat dan alat kesehatan
puskesmas,
mendistribusikan ohat pemerintah ke puskesmas serta mencatat pemaksiannya;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam melaksanakan bimbingan teknis dan
pengendalian sarana dan produksi, distribusi obat dan sarana lainnya;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan
dengan urusan pelayanan kesehatan dan farmasi dalam rangka pengambiian
keputusan/kebiiakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan
dengan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dalam rangka
pengambilan keputusan/ kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan,
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s. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi:

t. bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensi/ pembahasan pra rencana
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi dengan satuan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

u. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang
Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dipimpin oleh secrang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

Seksi Pelayanan HKesehatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Seksi Pelayanan
Kesehatan Dasar mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijgkan teknis pelayanan kesehatan dasar;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
dasar;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2} dan ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai uraian tugas:

a. membaniu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, dalam
melaksanakan tugas urusan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar di
bidang pelayanan kesehatan dan farmasi;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,;
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas:

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai peiaksanaan tugas
bawahan;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan program pembinaan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;

g. berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanzkan, membimbing dan
mengendalikan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas;

h. berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan dan memantau kebutuhan
saraha dan tenaga di Puskesmas;

i. melaksanakan penyiapan bahan, sarana dalam rangka pembinaan peningkatan
mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
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merencanakan dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahauan
dan keterampilan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan;

k. menyusun/menginventarisir permasalahan hasii pemantauan dan pembinaan di
Puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

[.  menyelenggarakan kerjasama dalam rangka pelayanan kesehatan pada daerah
rawan, terpencil dan daerah perbatasan propinsi/ kabupaten;

m. melaksanakan pembinaan ke Puskesmas secara terpadu;

n. melaksanakan pembinaan program pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan Kerja,
kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, kesehatan matra, kegawatdaruratan,
laboratorium sederhana, dan perawatan komunitas;

o. meiaksanakan kegiatan bimbingan dan pengendalian terhadap program
pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan
mata dan kesehatan matra, kegawatdaruratan, iaboratorium sederhana dan
perawatan komunitas;

p. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lainnya dalam penanggulangan
kegawatdaruratan dan bencana;

q. melaksanakan fasilitiasi dan pembinaan kesehatan khusus masyarakat tidak
mampu;

r. melaksanakan pengelolaan/penyelenggaraan program pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat tidak mampu seperti Jamkesmas,

s. melakukan promosi kesehatan tentang pelayanan kesehatan dasar dan
perawatan kesehatan masyarakat;

t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, yang berkaitan dengan urusan pelayanan kesehatan
dasar, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

u. melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

¥, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pelayanan Kesehatan Dasar;

w, bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensy
pembahasan rencana anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dengan
satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Seksi
Pelayanan Kesehatan Dasar, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

y, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
dan Pelayanan Kesehatan Swasta
Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehaian Swasta dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan
rujukan dan pelayanan kesehatan swasta.
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{(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai fungsi:

o~

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan
pelayanan kesehatan swasta;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan
kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan swasta;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan rujukan dan
pelayanan kesehatan swasta; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan
Kesehatan Swasta mempunyai uraian tugas;

4.

w
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membantuy  Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, dalam
meiaksanakan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan swasta;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Pelayanan Kesehatan Swasta sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam melaksanakan pembinaan peningkatan
mutu dan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan swasta;

memberikan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan dan
perundangan yang berlakuy,

membina peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan swasta;

melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap mutu pelayanan kesehatan
di sarana pelayanan kesehatan swasta;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan dan memantau
kelengkapan sarana dan tenaga pada sarana pelayanan kesehatan swasta;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan di sarana kesehatan swasta;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja iainnya dalam rangka memberikan
rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang, Pedagang Besar Alat
Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);

mempersiapkan bahan dan sarana dalam rangka pembinaan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan swasta;

menyusunfmenginventarisir permasalahan hasil pemantauan dan pembinaan di
sarana kesehatan swasta guna perbaikan;

merencanakan pembinaan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan
kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan swasta termasuk Balai Pengobatan,
Rumah Bersalin, BKIA, Balai imunisasi, Balai Asuhan Keperawatan, Rumah Sakit
serta sarana penunjang swasia seperti Klinik Radiologi, Optikal, Klinik Fisioterapi
dan sebagainya;,

berkoordinasi dengan unit terkait dalam pembinaan untuk peningkatan mutu

pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan
kesehatan swasta termasuk Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, BKIA, Balai
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Imunisasi, Balai Asuhan Keperawatan, Rumah Sakit serta sarana penunjang
swasta seperti Kiinik Radiologi, Optikal, Kiinik Fisioterapi dan sebagainya;

q. menyusun jadwal pembinaan pada obyekflokasi sarana kesehatan swasta secara
terpadu;

r. melakukan promosi kesehatan tentang pelayanan Kkesehatan rujukan dan
pelayanan kesehatan swasia;

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, yang berkaitan dengan urusan pelayanan kesehatan
rujukan dan pelayanan kesehatan swasta, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

t. melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

u. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta;

v. melaksanakan asistensi/fpembahasan bersama dengan Kepala Subbagian
Program mengenai rencana anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Pelayanan Kesehatan Swasta dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peiayanan Kesehatan Swasta, sesuai
ketentuan yang berlakuy; dan

x. melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanzn
Kesehatan dan Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Farmasi
Pasal 14

Seksi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adaiah unsur pelaksana vang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi.

Seksi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang farmasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Farmasi
memptnyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang farmasi;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang farmasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tenaga pengelola cbatfarmasi di
Puskesmas dan jaringannya; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oieh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
dan Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2} dan ayat {3), Kepala Seksi Farmasi mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, dalam
melaksanakan fugas urusan farmasi;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Farmasi, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

¢. mendistribusikan dan memberi petunjuk peiaksanaan tugas kepada bawahan;
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membina dan memctivasi bawahan dalam rangka peizksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan fugas
bawahan;

melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
petugas farmasi dalam mengelola obat;

menyiapkan data keperiuan obat dan anggaran untuk pengadaaan obat
Puskesmas dan jaringannya;

melaksanakan penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan cbat
dalam persediaan;

melaksanakan inventarisasifkajian/memprediksi keperiuan obat untuk Puskesmas
secara rutin berdasarkan metode yang ada;

mengadakan analisis kebutuhan obat sesuai ketentuan yang berlaku dan
kompilasi data realisasi obat;

melaksanakan pemeriksaan secara rutin gedung penyimpanan obat untuk
menjamin keberadaan dan mutu obat dengan baik;

melaksanakan pencatatan stock dan pendistribusian obat yang ada dalam
persediaan;

mengumpulkan data tentang kerusakan atau kadaluarsa obat;

memantau kecukupan persediaan obat sehingga ketersediaan obat di unit
nelayanan kesehatan dapat terjamin;

melaksanakan persiapan administrasi dalam rangka pengadaan obat pada
rekanan yang ditunjuk;

melaksanakan pemeriksaan jumlah, jenis, kemasan, mutu obal/ kadaluarsa yang
dikirim dari rekanan;

melaksanakan pengkajian/analisis terhadap LPLPO untuk puskesmas;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka pengelolaan obat;
melaksanakan sosialisasi dan promosi cara pengelolaan obat;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, vang berkaitan dengan urusan penyediaan dan
pengelolaan obat, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Farmasi;

bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Farmasi dengan Satuan Kerja terkait/Tim
{Panitia Anggaran,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Farmasi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Sagian Pertama
Bidang Kesehatan Keluarga
Pasai 15

{1) Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

(3)

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bidang Kesehatan
Keluarga, mempunyai fungsi:

a.
b.

perumusan Kebiiakan teknis di bidang kesehatan Keluarga;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
keluarga;

embinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan ibu dan usia lanjut,
kesehatan anak dan gizi; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, mempunyai uraian fugas:

a.

o
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membanty Kepala Dinas, dalam melaksanakan lugas di bidang Kkesehaian
keluarga;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kesehatan Keluarga,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas kepada para Kepala
Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas:

memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
daerah di bidang kesehatan keluarga;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan kegiatan yang berkaitan
dengan kesehatan lbu dan usia lanjut, kesehatan anak dan perbaikan gizi
masyarakat;

melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan program
kesehatan ibu dan usia lanjut, kesehatan anak, dan perbaikan gizi masyarakat;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang kesehatan keluarga,

melaksanakan promosi kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan usia
taniut, kesehatan anak dan perbaikan gizi masyarakat;

memberikan saran dan perlimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan
dengan urusan pelayanan kesehatan keluarga, dalam rangka pengambilan
keputusanfkebijakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan;
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mengeordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran
lingkup Bidang Kesehatan Keluarga;

m. bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensifpembahasan rencana

anggaran Bidang Kesehatan Keluarga dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia
Anggaran;

n. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasf/kegiatan Bidang

Kesehatan Kejuarga, sesuai ketentuan yang beriakuy; dan

0. melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepaia Dinas, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

EBagian Kedua
Seksi Kesehatan ibu dan Usia Lanjut
Pasal 16

Seksi Kesehatan ibu dan Usia Lanjut dipimpin cieh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kesehatan Keluarga,

Seksi Kesehatan lbu dan Usia Lanjut mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesshatan
ibu dan Usia Lanjut mempunyai fungst:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ibu
dan usia lanjut;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan ibu dan usia lanjut; dan

d. peiaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepaia Bidang Kesehatan Keluarga,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal
{Z) dan ayat (3), Kepala Seksi Kesehatan lbu dan Usia Lanjut, mempunyai uraian
tugas:

a. membantu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, dalam melaksanakan tugas
urusan kesehatan ibu dan usia lanjut di bidang kesehatan keluarga;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan ibu dan Usia Lanjut,
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan meneilaah peraturan perundang-undangan
urusan kesehatan ibu dan usia lanjut;

g. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data cakupan Kegiatan kesehatan
ibu dan usia lanjut;

h. meizksanakan pemantauanfevaluasi dan tindak lanjut kegialan kesehatan ibu
dan usia lanjut ke setiap tingkatan;

i. meiaksanakan pembinaan teknis dan bimbingan pengeioiaan program kesehatan
ibu dan usia lanjut maupun keterampilan petugas;
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melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dengan
mengadakai peiatihan kebidanan, kesehatan ibu, bayi dan keluarga berencana;
melaksanakan fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas
lapangan dalam penanganan kesehatan ibu dan usia anjul;

melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan ibu
dan usia lanjut serta menyusun solusi pemecahan masalah;

. meigksanakan pemantauan kegiatan program kesehatan ibu dan usia fanjut di

iapangan dan jaringannya;

melaksanakan evaluasi terhadap Puskesmas dan Rumah Sakit tentang
program/pelayanan kesehatan ibu dan usia lanjut;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan ibu dan usia lanjut;

melaksanakan promosi kesehatan dalam bidang kesehatan ibu dan usia lanjut,

memberikan saran dan pertimbangan kepzada HKepala Bidang Kesehatan
Keluarga, yang berkaitan dengan urusan Pegeh“-". ibu dan usia lanjut, dalam
rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga. sstiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Kesehatan ibu dan Usia Lanjut;

bersama dengan Kepala Subbagian Program m elaksanakan asistensy
embahasan rencana anggaran Seksi Pelayanan Kesshatan ibu dan Usia Lan .,i
dengan satuan kerja terkait/Tim /Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Kesehatan tbu dan Usia Lanjut, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bidang Kesehatan
Keluarga, sesuai dengan tugas dan fungsinys.

Bagian Ketiga
Seksi Kesehatan Anak
Pasal 17

Seksi Kesehatan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Bidang
Kesehatan Keluarga.

Seksi Kekesehatan Anak mempunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Seksi Kesehatan
Anak mempunyai fungsi:

a.
B,

L.

perumusan kebijakan teknis kesehatan anak di Bidang Kesehatan Keluarga:

pntaksaﬁaaft urusan pemeriniahan dan pelayanan umum di bidang kesehaian
anak;

pembinaan dan pelaksaanazan tugas bidang kesehatan anak; dan

pelaksanaan tugas |ain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga,

sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2y dan ayat (3), Kepala Seksi Kesehatan Anak mempunyai uraian tugas:
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membanty Kepala Bidang Kesehatan Keiuarga, dalam melaksanakan tugas di
bidang keseshatana anak;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Anak, sebagai pedoman
pelaksanazn tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepadsz bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

menyiapkan bahan penyusunan dan meneiaah peraturan perundang-undangan
daerah di bidang kesehatan anak;

mengumpulkan. mengolah dan menganalisis data cakupan kegiatan kesshatan
anak;

meiakukan pemantauan, evaluasi dan tindak fanjut ke Puskesmas dan

jaringannya;

melaksanakan fasilitasi, peningkatan pengetahuan, keterampiian dan
kemampuan petugas Ilapangan dalam meiaksanakan kegiatan/program
kesehatan anzak;

melaksanakan kegiatan kesehatan anak khusus pada usia remaja kelompok
sekolah dan putus sekolah;

melaksanakan svaluasi program kesehatan anak bersama lintas sektor aniara
lain pendistribusian obal cacing, pembinaan UKS bagi murid TK, SD/MI
SLTP/MTs, SMA/SMIK/MA;

melaksanakan fasiilitasi dalam penanganan/penciptaan kondisi/sarana kesehatan
untuk kesehatan anak;

meiaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan
anak serta membuat pemecahan masalah;

melaksanakan koordinasi dengan satuan Kkeria terkait dalam pemberian
sosialisasi/pengarahan kegiatan kesehatan anak;

melaksanakan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan anak
dan remaja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Ke aia Bidang Kesehatan
Keluarga, yang berkaitan urusan kesehatan anak, 23 1 rangka pengambilan
keputusani/kebijakan;

meiaporkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, seliap selesai
meiaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Kesehatan Anzak;

bersama dengan HKepala Subbagian Program, melaksanakan asistens¥
pembahasan rencana anggaran Seksi Kesehatan Anak denga., Satuan Kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Seksi
Kesehatan Anak, sesuai Ketentuan yang beriaku; dan

melaksanakan tugas igin vyang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan
Keluarga, sesual dengan fugas dan fungsinya.



Bagian Keempat
Seksi Gizi
Pasal 18
{1} Seksi Gizl dipimpin oleh seorang Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana yang

langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesehatan Keluarga.

{2} Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
gizi.
(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal {2) Seksi Gizi,
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang giz;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang gizi;
¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perbaikan gizi masyarakat; dan
d

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

{2} dan ayat {3), Kepala Seksi Gizi, mempunyai uraian tugas:

a. membaniu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, daiam melaksanakan tugas di
bidang perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;

b. mengelola penyusunan rencana dan program Seksi Gizi, sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

_t.')

mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

2

memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawsahan,

f. menyiapkan bahan penyusunan dan meneizah peraturan perundang-undangan
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daerah di bidang gizi;

g. meiaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data program perbaikan
gizi masyarakat dan visualisasi data dalam bentuk {aporan;

h. melaksanakan pemantauan status gizi dan konsumsi gizi di masyarakat serta
visuatisasi data hasil pemantauan;

i. pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian luar biasa di bidang gizi dan
penyusunan rencana tindak lanjut upaya penanggulangannya;

i. melakukan surveilans gizi buruk dan penangulangannya sesual ketentuan yang
berlaky;

k. melaksanzakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sekioral terkait dalam
upaya promosi perbaikan gizi keiuarga dan gizi masyarakat;

I. melaksanakan upaya pengembangan program gizi sesuai dengan perkembangan
status gizi masyarakat,

m. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan terhadap status gizi masyarakat;

n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perbaikan gizi keluarga dan
masyarakat;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan

Keluarga, vang berkaitan dengan urusan perbaikan gizi masyarakat dan
keluarga, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
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p. melaporkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

q. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Gizi;

r. bersama dengan Sekretaris melaksanakan asisiensiy pembahasan rencana
anggaran Seksi Gizi dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

s. meiaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Giz,
sesual ketentuan yang berlaku; dan

[ sl

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan
Keluarga, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB Vil
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Bagian Pertama
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang merupakan unsur pelaksana, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengelola
urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan
dan pemberantasan penyakit;
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pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pencegahan penyakit, pemberantasan
penyakit dan pengawasan penyakit; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyakit;

b. mengelola penyusunan rencana dan program Kerja Bidang Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyakit, sebagai pedoman peiaksanaan tugas;

o

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepaia
Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka melaksanakan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

f. memnyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
daerah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyusunan
dan penyajian laporan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
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meiaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan kegiatan pengawasan,
pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit menular langsung dan
penyakit bersumber binatang;

melaksanakan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular;

melakukan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa penyakit menular di
masyarakat;

meiakukan penangggulangan masalah kesehatan (penyakit menular dan tidak
menular) akibat bencana dan kejadian luar biasa (KLB);

melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dalam upayva pencegahan
dan pemberantasan penyakit menular;

menyelenggarakan promosi kesehatan dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaiian
dengan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesal melaksanakan tugas/

penugasan;

mengoordinasikan penyusunan rencana dan peiaksanaan anggaran lingkup
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensifpembahasan rencana
anggaran Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dengan satuan
keria terkait/Tim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pencegahan Penyakit
Pasal 20

(1) Seksi Pencegahan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adaiah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

{2) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pencegahan penyakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Seksi Pencegahan
Penyakit, mempunyai fungsi:

a.
b.

perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan penyakit;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan
penyakit;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pencegahan penyakit menular dengan
imunisasi; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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{(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (i), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pencegahan Penyakit, mempunyai uraian tugas:

d.

a o
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membaniu Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dalam
melaksanakan pencegahan penyakit menular dengan imunisasi;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Pencegahan Penyakit, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;,
membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
hawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di
bidang program pencegahan penyakit menular dan tidak menuiar;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berkaitan
dengan upaya pencegahan penyakit menular dengan imunisasi;

melaksanakan pembinaan ke Puskesmas berkaitan dengan upaya pencegahan
penyakit dengan imunisasi meliputi vaksin, rantai dingin, peraiaian imunisasi,
peralatan penyimpanan vaksin dan logistik imunisasi serta pencatatan dan
pelaporan,

menyusun petunjuk teknis upaya pencegahan penyakit menular dengan
imunisasi;

meiakukan analisis dan menyiapkan kebutuhan vaksin dan peralatanflogistik
imunisasi;

melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian vaksin dan logistik imunisasi ke
Puskesmas;

melaksanakan pengamatan dan pemantauan terhadap kejadian ikutan pasca
imunisasi;

melakukan promosi kesehatan kaitannya dengan upaya pencegahan penyakit
menular dengan imunisasi,

melakukan koordinasi dengan unit/satuan kerja lain yang terkait dengan
pencegahan penyakit menular dengan imunisasi;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit yang berkaitan dengan urusan pencegahan penyakit
menular dan imunisasi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pencegahan Penyaldt;

bersamz Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensiy pembahasan
rencana anggaran Seksi Pencegahan Penyakit dengan satuan kerja terkait/Tim/
Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Seksi
Pencegahan Penyakit, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penaykit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Seksi Pemberantasan Penvyakit
Pasal 21

(1) Seksi Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adaiah unsur
peiaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

(2) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pemberantasan penyakit.

(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemberantasan Penyakit, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberantasan penyakit;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemberantasan penyakit;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberantasan penyakit menuiar
termasuk penyakit yang bersumber binatang; dan

d. pelaksanaan tugas ain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit, mempunyai uraian tugas:

a. membaniu Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dalam
melaksanakan tugas urusan pemberantasan penyakit menular termasuk penyakit
bersumber binatang;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberantasan Penyakit, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

T. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di
bidang pemberantasan penyakit;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berkaitan
dengan upaya pemberantasan penyakit menuiar;

h. menyiapkan kebutuhan alat, bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
upaya pemberantasan penyakit menular termasuk yang bersumber binatang;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait dalam rangka
pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit menular;

i. melaksanakan kegiatan pemberantasan vekior penular penyakit;

k. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan penyimpanan peraiatan
pemberantasan vektor penyakit;

i. meiaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis upaya pemberantasan penyakit
menular di puskesmas;

m. melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait dalam penanganan,
pemberantasan penyakit bersumber binatang;

n. melaksanakan promosi kesehatan dan bimbingan teknis upaya pemberantasan
penyakit menular termasuk yang bersumber binatang;
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o. memberikan saran dan perfimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit vyang berkaitan dengan urusan pemberantasan
penyakit, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

p. melaporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemberantasan Penyakit;

r. bersama Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan
rencana anggaran Seksi Pemberantasan Penyakit dengan Satuan Kerja
terkait/Tim/ Panitia Anggaran;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Seksi
Pemberantasan Penyakit, sesuai ketentuan yang bertaku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan Penyakit
Pasal 22

Seksi Pengawasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Seksi Pengawasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeriniahan
daerah di bidang pengawasan penyakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pengawasan
Penyakit, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan penvakit;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan
penyakit;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan penyakit menuiar dan
tidak menular; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepaia Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2} dan ayat (3}, Kepala Seksi Pengawasan Penyakit, mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit di bidang
pengawasan penyakit;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Penyakit, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
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membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

© o

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kesakitan dan kematian yang
berkaitan dengan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan KLB maupun
penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
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g. melakukan surveilans epidemiologi penvakit menular dan tidak menular secara
kontinvu;

h. melaksanakan pembuatan, penyusunan dan penyebariuasan buletin epidemiologi
penyakit;

i. menyusun petunjuk teknis pengawasan dan pengamatan penyakit yang
berpotensi menimbulkan KLB;

. melakukan investigasi lapangan terhadap kasus kejadian fuar biasa penyakit dan
menyusun rencana tindak lanjut upaya penanggulangannya;

K. melakukan koordinasi dengan unit/satuan kerjz lain dalam upaya
penanggulangan KLB penyakit;

. melaksanakan pengelolaan program kesehatan haji dan transmigrasi;

m. melaksanakan koordinasi dengan unitfsatuan keria yang terkait dalam upaya
pengawasan dan pengamatan penyakit;

n. meilaksanakan promosi kesehatan tentang pencegahan penyakit kepada
masyarakat umum dan masyarakat yang berisiko;

0. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantaan Penyakit, yang berkaitan dengan urusan pengawasan dan
pengamatan penyakit menular, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

p. melaporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

4. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pengawasan Penyakit;

r. bersama Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/ pembahasan
rencana anggaran Seksi Pengawasan Penyakit dengan satuan kerja terkait/Tim/
Panitia Anggaran,

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Seksi
Pengawasan Penyakit, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bidang Pencegahan dan
Pemberaniasan Penyakil, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB Viil
TATAKERJA

Bagian Pertama
Umum
Pasal 23

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan.

{2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah, kegiatan
operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta
Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

{3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara
berienjang kepadza atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

{4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
tainnya.Bagian Kedua
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Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 24

Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.

Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang,
sesuai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB iX
KEPEGAWAIAN
Pasal 26

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati usul Sekretaris Daerah setelah
memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepaia Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawalan di
lingkup Dinas.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 27

Penetapan dan uraian tugas pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB Xi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1.

1

Keputusan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Dinas Kesehatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 47 SERI .5



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2008 SERI D.5

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

Manimbang : a bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah, maka rincian tugas, fungsi, dan tata kerja
dinas daerah periu diatur lebih lanjut oleh Bupati

b. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf &, maka rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehalan
periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok
Kepegawsian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1874
Nomer 55, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1889 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Fokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 1998 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 1892 tentang Kesehatan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1892 Nomor 100
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah Penagganti
Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomaor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara MNomor 4493 jo. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 4844);



Menetapkan :

10.

1

12.

13
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3178);

Peraturan Pamerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4018),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 feniang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonasia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomeor 2 Tahun 2008 tentang
Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Dasrah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2},

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Momor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4
Seri D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5§ Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomaor § Seri D.4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatli ini, yang dimaksud dengan.
1. Daerah adalah Kabupaten Cirabon.
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2. Pemenntahan Daerah adalsh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh
Pemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

5. Bupati adalah Bupati Cirebon.

6.  Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.

7. Sekretanat Daerah adalah Sekretarial Daerah Kabupaten Cirebon,
B

9
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Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
10, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebeon
11. Sekretariat adaiah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
14, Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon.

17. Seksi adalah Seksl pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,

19. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Kesahatan Kabupaten Cirebon.

BAB Il
DINAS
Pasal 2

(1) Dinas dipimpin oleh secrang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2} Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
kesehatan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di  bidang
kesehatan,
€. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina perilaku dan penyehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan dan farmasi, kesehatan keluarga, pencegahan
dan pemberantasan penyakit,
d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupali, sesual dengan tugas dan
fungsinya.



{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

b.
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membantu Bupati dalam melaksanakan ftugas, baik perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan;

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalkan seluruh kegiatan
dinas di bidang kesehatan;

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

merumuskan, menyusun rencana dan program kerja dinas sebagail pedoman kerja
sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;

menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai
dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati
melalui Sekretaris Daarah;

membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran
pelaksanaan lugas,

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan,;

merumuskan, menyusun rencana dan program kerja Dinas sebagai pedoman kerja
sesual kebijakan Pemerintah Daerah;

menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan
daerah di bidang kesehatan;

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di  bidang
kesehatan,

menyelenggaraakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina perilaku dan
penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan farmasi, kesahatan keluarga,
pencegahan dan pemberantasan penyakil, serta kelompok jabatan fungsional,

. menyeienggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan,

menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan;
melaksanakan administrasi ketatausahaan Dinas,

menyelenggarakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap
UPT Dinas,

memberi informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati di bidang
kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;

menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Dinas sesuai
dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati
melzlul Sekretars Daerah;

menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisas! di lingkup
Dinas;

menyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang
kesehatan;

menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas,
menyalenggarakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang
kesehatan;

melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Dinas;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas/kegiatan Dinas,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan
fungsinya
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BAE Il
SEKRETARIAT
Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretanat dipimpin oleh secrang Sekretaris adalah unsur staf yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekratariat mempunyai tugas mengelcla urusan kesekretariatan yang meliputi
administrasi umum, keuangan, dan program Dinas.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimagsud pada ayat (2) Sekretarnat
mempunyai fungsi:

(4)

a.
b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,
pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan
keprotokolan Dinas,

pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas;
pengelolaan penyusunan perencanaan dan program Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a.
b.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretaratan;

mengealola panyusunan rencana dan program kerja Sekretarat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada pera Kepala
Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produkiivitas dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mewakil Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan
koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas Dinas;

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan,
naskah dinas baik yang masuk maupun keluar,

mengoreksi surat-surat atau naskah Dinas di lingkup Dinas;

mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekrefariatan kepada unit organisasi
di lingkup Dinas;

menyusun dan menelaah paraturan dan perundang-undangan yang bernubungan
dengan Dinas;

memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan,

. memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada

Kepala Dinas,
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mengelola pengadaan dan perlengkapan serts rumah tangga yang menjadi
kebutuhan Dinas;

mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
mengelola adiministrasi dan penatavsahaan keuangan Dinas;

melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna
anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat
pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;

melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara,

memantau dan mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegistan dinas kepada
Kepala Dinas;

mengelola perencanaan dan program Dinas;

mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepaia Dinas, yang berkaitan
dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

medaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan kesekretariatan,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum
Pasal 4

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung
berada di bawah dan berfanggung jawab kepada Sekretaris.

{2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum
mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;,

pelaksanaan koordinasi, kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan
perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas,; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretars, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

{4} Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3}, Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

a.

menyusun rencana dan program kerjg Subbagian Umum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanasn tugas.
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan
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memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

mengonsep, mengoreksi, dan memaraf Naskah Dinas yang akan ditandatangani
pimpinan;

menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan urusan
ketatausahaan dan perlengkapan;

melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokoler Dinas;

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan administrasi surat masuk dan  surat  keluar seria
penyimpanannya, sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang
barlaku;

mengoordinasikan pelaksanaan layanan bidang umum, perlengkapan dan
kepegawaian,
mengumpulkan, mengoreksi dan pengolahan data kepegawaian,

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan,
pembinaan dan ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;

melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan unit
kerja lain yang terkait;

mengoordinasikan palaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan;
berkoordinasi dengan unit terkait dalam hal kebutuhan barang inventaris;
menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan Dinas;

melaksakan pengelolaan barang inventaris Dinas,

mencatat dan pelaporan barang inventaris;

melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada
pimpinan;

melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas;

melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan aset dinas, sasuai
dengan aturan yang berlaku;

melaksanakan pengamanan/penyimpanan periengkapan Dinas yang rusak;
membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses administrasi
TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi),

melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup Dinas;
mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan,

mengoraksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan,

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Umum;

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensif
pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum dengan satuan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran,

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan
urusan umum, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Subbagian
Umum, sesuai ketentuan yang beraku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan
Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan
penatausahaan keuangan Dinas,

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Keuangan mempunyai fungsi:

b
c.
d

penyusunan perencanaan program subbagian keuangan,
pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas; dan

pelaksanaan tugas lain, yang dibarikan oleh Sekrataris, sesuai dengan tugas dan
fungsinya

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2} dan ayat (3), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a.
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membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
keuangan,

menyusun rencana dan program kerja Subkagian Keuangan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitag, dan pengembangan karier bawahan;

memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan tugas
bawahan,

mengonsep, mengereksi dan memaraf naskah dinas urusan kevangan yang akan
ditandatangani pimpinan;

mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Dinas;
membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bendshara di lingkup Dinas:
menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;

mengoordinasikan pelaksanaan penanmaan, pengeluaran dan
pertanggungiawaban keuangan Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UF)
Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran
Tambahan Uang (SPP-TU),Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji
dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan
jasa;

melakukan verifikasi Surat Penntah Pembayaran (SPP) dan menyiapksn Surat
Parintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;

melakukan verifilkasi harian atas penerimaan Dinas dan wverifikasi Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ);

melaksanakan akuntansi keuangan Dinas,

menyiapkan laporan keuangan Dinas;

memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;

memantay penyusunan, pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas,
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mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGR);

melaksanakan koordinasikonsultasi masalah keuangan dengan satuanfunit kerja
lain yang terkait;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Keuangan,

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggeran Subbagian Umum dengan satuan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan
dengan kegistan administrasi keuangan, rangka pengambilan keputusan/
kebijakan;

melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian
Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Program
Pasal &

(1) Subbagian Program dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan Dinas.

(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Program mempunyai fungsi:

b

C.

d.

penyusunan perencanaan program/kegiatan Subbagian Program,

pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Dinas;

pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan

pelakzanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesual dengan tugas dan
fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Program mempunyai uraian tugas:

b.

membantu Sekretans, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program,
menyiapkan, menyusun rencana dan program kera Subbagian Program, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan lugas pada bawahan,
membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan {ugas
bawahan;

menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas Dinas;

mengonsep, mengoreksi dan memaraf sesuai dengan ketentuan Tata Naskah
Dinas yang akan ditandatangani pimpinan,
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h. menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan daerah di bidang
kesshatan;

I. mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang Program kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;

j-  menyusun rencana strategis kegiatan pembangunan kesehatan,

k. menyusun laporan tniwulan, semesier, dan tahunan kegiatan pembangunan
bidang kesehatan;

I menyiapkan penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang
kesehatan;

m. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan
program dinas,

n. mengelola Sisitem |nformasi Kesehatan (SIK) Dinas;

0. melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
perumusan kebijakan bidang kesehatan,

p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang kesehatan,

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelsksanaan tugas/kegistan Subbagian
Program, sesuai ketentuan yang berlaku;

r. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan
kerja sama dengan luar negeri dalam bidang kesehatan,

5. menyusun profil hasil pembangunan kesehatan;

t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan
kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan,

u. melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,
menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Program,

w. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi
menyusun rencana anggaran lingkup Dinas;

aa. bersama dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran lingkup Dinas dengan Satuan Kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelsksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai
ketantuan yang berlaku; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Sekretaris, sesual dengan tugas
dan fungsinya.

BAB IV
EIDANG BINA PERILAKU DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Bagian Pertama
Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 7
(1) Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan dipimpin cleh seorang Kepala

Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengelola
urusan pemerintahan daarah di bidang bina perilaku dan penyehatan lingkungan



A

(3) Untuk melaksanakan tugas szebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina
Perilaku dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

(4)

a
b.

C.

d.

perumusan kebijakan teknis di bidang bina perilaku dan penyehatan lingkungan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina perilaku
dan penyehatan lingkungan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perilaku kesehatan, penyehatan
lingkungan pemukiman, panyehatan tempat-tempat umum dan industri; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan
mampunyai uraian tugas:

b.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang bina perilaku dan
penyehatan lingkungan;

mengelola penyusunan rencana dan program kera Bidang Bina Penlaku dan
Penyehatan Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan fugas.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala
Seksi, sesuai dengan bidang tugasnysa;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan lugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

merumuskan kebijakan teknis di bidang bina perilaku dan penyehatan lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina perilaku dan penyehatan
Engkungan,

mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina perilaku
dan penyehatan lingkungan,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penlaku kesehatan, penyehatan
lingkungan pemukiman, penyehatan tempat-tempat umum dan industri;

memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyebarluasan
informasi kesehatan melalui media alektronik dan media cetak;

memberikan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan
usaha kesehatan pada institusi pendidikan, tempat kerja, dan institusi kesehatan,

memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap peningkatan kemampuan petugas
kesehatan dalam promosi kesehatan;

memberikan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap pemberdayasn dan
peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan,

mengelola kerilasama dengan media cetak, maupun media elektronik dalam
rangka penyebarluasan informasi kesehatan;

melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan masyarakat,

melakukan promosi kesehatan yang berkasitan dengan PHBS dan penyehatan
lingkungan;

memberikan saran dan perimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan
dengan urusan pembingan perilaku dan penyehatan lingkungan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan,

melaporkan kepada Kepala Dinas setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan;
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mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup
Bidang Bina Perilaku Penyehatan Lingkungan;

bersama dengan Sekretaris melakganakan asistensi/ pembahasan rencana
anggaran Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan dengan satuan kerja
terkat/Tim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas/ kegiatan Bidang Bina
Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesual dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Perilaku Kesehatan
Pasal 8

(1) Seksi Penlaku Kesehatan dipimpin oleh secrang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan.

(2) Seksi Perilaku Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah bidang perilaku kesehatan,

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perilaku
Kesehatan, mempunyai fungsi:

c.

d.

perumusan kebijakan teknis kegiatan/program peningkatan perilaku hidup bersih
dan sehat masyarakat;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum d bidang perilaku
kesehatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peningkatan perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) masyarakat; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesual dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayal (3), Kepala Seksi Perilaku Kesehatan, mempunyai uraian tugas:

b.

membantu Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, dalam
melaksanakan upaya peningkatan periaku hidup bersih dan sehat masyarakat,

menyusun rencana dsn program kera Seksi Perlaku Kesehatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memaotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan tugas
bawahan;

menylapkan bahan penyusunan dan menslaah peraturan perundang-undangan
program peningkatan perilaku masyarakat di bidang bina perlaku dan
penyehatan lingkungan,

melaksanakan pembinsan tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan
kesehatan melalui pembentukan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
(UKBM).

menginventarisir UKBM di masyarakat menurut strata atau  tingkat
keberhasilannya;
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i.  melskukan pembinaan kerjasama dengan kader kesehatan di masyarakat dalam
peningkatan PHBS;

J. melaksanakan pembinsan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan,
tempat kerja, tempat umum, dan tatanan sarana kesehatan;

k. merencanakan strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang
kesehatan;

l.  melaksanakan pembinaan peran serta generasi muda di bidang kesehatan;

m. mengembangkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi masalah
kesehatan melalui pengembangan Desa Siaga Sehat;

n. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Puskesmas dalam upaya
peningkatan peran serta masyarakat,

0. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), swasta, dan dunia usaha dalam upaya peningkatan peran
serta masyarakat di bidang kesehatan;

p. melaksanakan promosi kesehatan yang berkaitan dengan perubahan perilaku
masyarakat mengarah ke PHBS;

g. memberkan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dalam rangka pengambilan keputusan/
kehbijakan;

r. melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

5, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Perilaku Kesehatan;

t. bersama dengan Kepala Subbagian Program — melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Perilaku Kesehatan dengan Satuan Kerja
terkaitTim Anggaran/Panitia Anggaran;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Perilaku Kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Pasal 8

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan berlanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan.

(2) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemarintahan daerah di bidang penyehalan lingkungan pemukiman masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyshatan
Lingkungan Pemukiman, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kegiatan penyehatan lingkungan pamukiman;

b. pelaksansan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyehatan
lingkungan pemukiman,



d.

~14-

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penyehatan lingkungan pemukiman
masyarakat dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Periaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman, mempunyai
uralan tugas:

a.

b.

membantu Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, dalam
melaksanakan tugas penyehatan lingkungan pemukiman masyarakat;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;,
membina dan memotvasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangsan
program penyehatan lingkungan pemukiman di bidang bina perilaku dan
penyehatan lingkungan;

mengoordinasikan penyusunan rencana dan program penyehatan lingkungan
pemukiman;

mengumpulkan, mengolah dan menganslisis data kebersihan lingkungan
pemukiman serta melakukan koordinasi dalam upaya peningkatan kebersihan
lingkungan pemukiman,

melakukan inventarisasi dan analisis data klasifikasi rumah, saluran pembuangan
air limbah, dan jamban keluarga serta sarana air bersih;
melakukan insfkesi sanitasi rumah dan sarana air bersih;

melakukan promosi/sosialisasi dan pembinaan pengelclaan sampah rumah
tangga,

melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam kegiatan penyehatan
lingkungan pemukiman;

menyusun rencana kegiatan pengawasan kualitas air bersih dan lingkungan
pemukiman;

melakukan pengawasan kualitas lingkungan melalui pengukuran kualitas udara,
tingkat kebigingan, pemaparan pestisida, dan pengendalian vektor serta
pengambilan sampel air, tanah dan limbah;

melakukan analisis hasil pengawasan kualitas lingkungan pemukiman dan
memberikan umpan balik kepada pihak terkalt;

melaksanakan promosi kesehatan yang berhubungan dengan penyehatan
lingkungan, pengelolaan sampah, air bersih dan pemanfaatan jamban;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan lingkungan
pemukiman, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
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bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembanasan rencana anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tuges/kegiatan Seksi
Penyehatan Lingkungan Pemukiman, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan Industri
Fasal 10

(1) Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan Industn dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan.

(2) Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan Industn mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penyehstan tempat-tempat
umum dan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyehatan
Tempat-Tempat Umum dan Industri mempunysi fungs:

13)

(4)

d.

perumusan kebijakan teknis kegiatan penyehalan tempat-tempat umum dan
Irdustri;

pelaksangsan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyehatan
tempat-tempat umum dan industri,

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penyehatan tempat-tempat umum dan
industri, dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyeshatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2} dan ayat (3), Kepala Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan Industri,
mempunyai uraian tugas:

a.

membantu Kepala Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan, dalam
melaksanakan tugas urusan penyehatan tempat-tempat umum dan industr;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum
dan Indusin, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan lugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
daerah program penyehatan tempat-tempat umum dan industn;

memberikan bimbingan teknis pada petugas kesehatan tentang penyehatan
tempat-tempat urmum dan industri;

melakukan insfeksi sanitasi (bangunan, lokasi, bahan, hasil produksi, proses dan
glat produksi) di tempat umum dan industri;

melaksanakan pengawasan dan pemberian rekomendasi tempat pengelolaan
makanan dan minuman industri rumah tangga;
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. melaksanakan grading rumah makan, restoran dan jasa boga,

k. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis terhadap petugas pengelola
tempat umum dan industri;

| melaksanakan kursus penjamah dan pengelola makanan dan minuman sena
pembernan/pengeluaran sertifikasi penyuluhan (SP/P-IRT);

m. melakukan pengumpulan, pengolahan dan menganalisis data tempat-tempat
umum, TPM, industri dan jasa boga,

n. membenkan keterangan laik sehat tempat-tempat umum dan industri;

melakukan koordinasi dengan unitfsatuan kerja terkait berkenaan dengan bidang
lugas,

p. mengumpulkan bahan pembinaan dan pengawasan lerhadep tempat-tempat
umum, TPM, industri dan jasa boga;

q. melakukan promosi kesehatan yang berhubungan dengan penyehatan tempat-
tempat umum, TPM, industri dan jasa boga sesuai peraturan yang berlaky;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, yang berkaitan dengan kegiatan penyehatan tempat-
tempat umum dan industri, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

8. melaporkan kepada Kepalas Bidang Bina Perilaku dan Penyshatan Lingkungan,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

t. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran
Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum dan Industri;

u. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum dan
Industri dengan satuan kerja terkait’Tim/Panitia Anggaran;

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Penyehatan Tempat-Tempat Umum TPM, industri dan jasa boga, sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bidang Bina Perilaku dan
Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI

Bagian Pertama
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi
Pasal 11

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas mengelola urusan
pamenntahan daerah di bidang palayanan kesehatan dan farmasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan farmasi;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan
kesehatan dan farmasi;
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d.
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pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan dasar,
kesehatan rujukan, kesehatan swasta dan farmasi; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Dinas. sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3}, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, mempunyai
uraian tugas:

a.

b.

membaniu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan
dan Farmasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala
Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya,

membina dan memaotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas:

memantau, mengendalkan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;,

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi;

mengeiola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai ketentuan yang
berlaku,

mengelola dan menyelenggarakan kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat tidak mampu;

menyelenggarakan upaya kesshatan pada daerah perbatasan, terpencil dan
rawan tingkat kabupaten,

merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan upaya pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit Swasta, Puskesmas sarana pelayanan kesehatan dasar swasta
termasuk narkotika, psikotropika, zat adiktif dan barang berbahaya,

merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, sarana pelayanan
kesehatan dasar swasta dan pelayanan kesehatan khusus;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan dan menyelenggarakan
bimbingan dan pengendalian pada sarana pelayanan kesehatan baik milik
pemerintabh maupun swasta termasuk kegiatan pengobatan tradisional;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengelola obat dan alat kesehatan
puskesmas;
mendistribusikan cbat pemerintah ke puskesmas sarta mencatat pemakaannya,

berkoordinasi dengan unit terkait dalam melaksanakan bimbingan teknis dan
pengendalian sarana dan produksi, distribusi obat dan sarana lainnya;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan
dengan urusan pelayanan kesehatan dan farmasi dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berksitan
dengan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dalam rangka
pengambilan keputusan' kebijakan,

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan;
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5 mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan angaaran fingkup
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi;

t. bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensy pembahasan pra rencana
Bidang Pelayanan Kesshatan dan Farmasi dengan satuan kera
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

u. mengeiola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegatan Bidang
Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan clah Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pelayanan Kesahatan dan Farmasi,

Seksl Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai fugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dasar,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan
Kesehatan Dasar mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar,

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
dasar;

. pembinsan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas, dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimeksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai uraian tugas.

a. membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, dalam
melaksanakan tugas urusan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar di
bidang pelayanan kesehatan dan farmasi;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalarm rangka pelaksanaan tugas,

e, memantau, mengendalikan. mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

f. berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan program pembinaan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan daser di Puskesmas;

g. berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan, membimbing dan
mengendalikan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas,

h. berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan dan memantau kebutuhan
sarana dan tenaga di Puskesmas.

i. melaksanakan penyiapan bahan, sarana dalam rangka pembinaan peningkatan
mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
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j- merencanakan dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahauan
dan keterampilan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesahatan;

k. menyusun/menginventarisir permasalahan hasil pemantauan dan pembinaan di
Puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

.  menyelenggarakan kerjasama dalam rangka pelayanan kesehatan pada daerah
rawan, terpencil dan daerah perbatasan propinsi/ kabupaten;

m. melaksanakan pambinaan ke Puskesmas secara terpadu;

n. melaksanakan pembinaan program pelayanan kesehatan jiwa, kesshatan kerja,
kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, kesehatan matra, kegawatdaruratan,
laboratorium sederhana, dan perawatan komunitas;

0. melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengendalian terhadap program
pelayanan kesehatan jiwa, kesshatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan
mata dan kesehatan matra, kegawatdaruratan, [aboratorium sederhana dan
perawatan komunitas;

p. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lainnya dalam penanggulangan
kegawsatdaruratan dan bencana;

q. melaksanakan fasilitias: dan pembinaan kesehatan khusus masyarakat tidak
MEampuw;

r. melaksanakan pengelolaan/penyelenggaraan program pelayanan kesshatan
dasar bagi masyarakat tidak mampu seperti Jamkesmas;

5. melakukan promosi kesehatan tfentang pelayanan kesehatan dasar dan
perawalan kesehatan masyarakat;

t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, yang berkaitan dengan urusan pelayanan kesehatan
dasar, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

u. melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesahatan dan Farmasi, setiap
selasai melaksanakan tugas/penugasan,

v. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelsksanaan anggaran Seksi
Pelayanan Kesehatan Dasar;

w. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensif
pembahasan rencana anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dengan
satuan kena terkaitTim/Panitia Anggaran;

¥. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pelayanan Kesehatan Dasar, sesuai kelentuan yang beriaku; dan

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Kesahatan dan Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baglan Ketiga
Soksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
dan Pelayanan Kesehatan Swasta
Pasal 13

{1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi adalsh unsur pelaksana yang langsung berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

{2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan
rujukan dan pelayanan kesehatan swasta.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai fungsi:

(4)

b.

c.

d.

perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan
pelayanan kesehatan swasta;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan
kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan swasta;

pembinaan dan pelaksanasn tugas bidang pelayanan kesehatan rujukan dan
peiayanan kesshatan swasta, dan

pefaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan
Kesehatan Swasta mempunyai uraian tugas:

b.

membanty Kepala Bidang FPelayanan Kesehatan dan Farmasi, dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan swasta;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Pelayanan Kesehatan Swasla sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;,
membina dan memativasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaiuasi, dan menilai pelaksanaan fugas
bawahan,

berkoordinasi dengan unit terkait dalam melaksanakan pembinaan peningkatan
mutu dan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan swasta;

memberikan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan dan
perundangan yang berlaku;

membina peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan swasta;

mealaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap mutu pelayanan kesehatan
di sarana pelayanan kesehatan swasta;

berkoordinasi dengan unit ferkait dalam merencanakan dan memantau
kelengkapan sarana dan tenaga pada sarana pelayanan kesehatan swasta,

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan di sarana kesehatan swasta,

melaksanakan koordinasi dengan unit kerig lainnya dalam rangka membernkan
rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi {PBF) cabang, Pedagang Besar Alat
Kesehatan (PBAK) dan Industr Kecil Obat Tradisional (IKOT);

mempersiapkan bahan dan sarana dalam rangka pembinaan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan swasia;

menyusun/manginventarisir permasalahan hasil pemantauan dan pembinaan di
sarana kesehatan swasta guna perbaikan;

merencanakan pembinaan pelayanan kesehalan pada sarana pelayanan
kesghatan rujukan dan pelayanan kesehatan swasta termasuk Balai Pengobatan,
Rumah Bersalin, BKIA, Balai Imunisasi, Balal Asuhan Keperawatan, Rumah Sakit
serta sarana penunjang swasta seperti Klinik Radiologi, Optikal, Klinik Fisioterapi
dan sebagainya;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam pembinaan untuk peningkatan mutu

pelayanan kesshatan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan
kesehatan swasta termasuk Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, BKIA, Balai
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Imunisasi, Balai Asuhan Keperawatan, Rumah Sakit serta sarana penunjang
swasta seperti Klinik Radiologi, Optikal, Klinik Fisioterapi dan sebagainya;

menyusun jadwal pembinaan pada obyek/lokasi sarana kesehatan swasta secara
terpadu;

melakukan promosi kesehatan tentang pelayanan kesehatan rujukan dan
pelayanan kesehatan swasta;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, yang berkaitan dengan urusan pelayanan kesehatan
rujukan dan pelsyanan kesehatan swasta, dalam rangka  pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi. setiap
selesal melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta;

melaksanakan asistensijpembahasan bersama dengan Kespala Subbagian
Program mengenai rencana anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Pelayanan Kesehatan Swasta dengan satuan kerja terkaibtTim/Panitia Anggaran,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Swasta, sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Farmasi
Pasal 14

(1) Seksi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang
langsung berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi.

(2) Seksi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang farmasi.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud pada ayat (2), Seksi Farmasi
mempunyai fungsi:

8
b.
€.

d.

perumusan kebijakan teknis di bidang farmasi;
pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang farmasi;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tenaga pengelola obatffarmasi di
Puskesmas dan jaringannya; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
dan Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Farmasi mempunyai uraian tugas.

b.

meambantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, dalam
melaksanakan tugas urusan farmasi;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Farmasi, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi patunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
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membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
petugas farmasi dalam mengelola obat;

menyiapkan data keperluan obat dan anggaran untuk pengadaaan obat
Puskesmas dan jaringannya;

melaksanakan penernmaan, pemenksaan, penyimpanan dan pemeliharaan obat
dalam persediaan;

melaksanakan inventarisasi/kajian/memprediksi keperiuan obat untuk Puskesmas
secara rutin berdasarkan metode yang ada;

mengadakan analisis kebutuhan obat sesuai ketentuan yang berlaku dan
kompilasi data realisasi obat;

melaksanakan pemeriksaan secara rutin gedung penyimpanan cobat untuk
menjamin keberadaan dan mutu obat dengan baik;

melaksanakan pencatatan stock dan pendistribusian obat yang ada dalam
persediaan;
mengumpulkan data tentang kerusakan atau kadaluarsa obat,

memantau kecukupan persediaan obat sehingga ketersediaan obat di unit
pelayanan kesshatan dapat terjamin;

melaksanakan persiapan administrasi dalam rangka pengadaan obat pada
rekanan yang ditunjuk;

melaksanakan pemeriksaan jumlah, jenis, kemasan, mutu obat/ kadaluarsa yang
dikirim dari rekanan,

melaksanakan pengkajian/analisis terhadap LPLPO untuk puskesmas;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka pengelolaan obat;
melaksanakan sosialisasi dan promosi cara pengelolaan obat,

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, yang berkaitan dengan urusan penyediaan dan
pengelolaan obat dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, setiap
selesal melaksanakan tugas/penugasan,

ményiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Farmasi;

bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Farmasi dengan Satuan Kerja terkait/Tim
fPanitia Anggaran,

melaksanskan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tfugas/kegiatan Seksl
Farmasi. sesuai ketentuan yang berlaku, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Farmasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAE VI
BIDANG KESEHATAN KELUARGA

Bagian Pertama
Bidang Kesehatan Keluarga
Pasal 15

() Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin cleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan
Keluarga, mempunyai fungsi:

(2)

(3]

(4}

a.
b.

c.

d.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga,

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
keluarga,

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan ibu dan usia lanjut,
kesehatan anak dan gizi; dan

pelaksanaan tugas lain, yang dibenkan cleh Kepala Dinas. sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, mempunyai uraian tugas:

3.

b.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang kesehatan
keluarga,

mengalola penyusunan rencana dan program kera Bidang Kesehatan Keluarga,
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala
Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

memsantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
daerah di bidang kesehatan keluarga;

berkoordinasi dengan unit terkait dalam merencanakan kegiatan yang berkaitan
dengan kesehatan ibu dan usia lanjut, kesehstan anak dan perbaikan gizi
masyaraksat;

melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan program
kesshatan ibu dan usia lanjut, kesehatan anak, dan parbaikan gizi masyarakat;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang kesehatan keluarga,

melaksanakan promosi kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan usia
lanjut, kesehatan anak dan perbaikan gizi masyarakat,

mamberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan
dengan urusan pelayanan kesehatan keluarga, dalam rangka pengambilan
keputusanfebijakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melsksanakan tugas/
panugasan,
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mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran
lingkup Bidang Kesehatan Keluarga;

bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensilpembahasan rencana
Ji::‘q;;ganmn Bidang Kesehatan Keluarga dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia
nggaran,

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Bidang
Kesehatan Keluarga, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberiken cleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut
Pasal 16

Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut dipimpin oleh secrang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.

Seksi Kesehatan lbu dan Usia Lanjut mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemenntahan daerah di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan
Ibu dan Usia Lanjut mempunyai fungsi:

a.
b.

c.
d

perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayenan umum di bidang kesehatan ibu
dan usia lanjut;

pembinaan dan pelaksanaan fugas bidang kesehatan ibu dan usia lamjut, dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seks Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut, mempunyai uraian

lugas:

b.

membantu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, dalam melaksanakan tugas
urusan kesehatan ibu dan usia lanjut di bidang kesehatan keluarga;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan lbu dan Usia Lanjut,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d. membina dan memolivasi bawahan dalam rengka pelaksanaan tugas;
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan ltugas

bawahan,

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
urusan kesehatan ibu dan usia lanjut;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data cakupan kegiatan kesehatan
ibu dan usia lanjut,

melaksanakan pemantauan/evaluasi dan tindak lanjut kegiatan kesehatan ibu
dan usia lanjut ke setiap tingkatan,

melaksanakan pembinaan teknis dan bimbingan pengelclaan program kesehatan
ibu dan usia lanjut maupun keterampilan petugas,
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melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dengan
mengadakan pelatihan kebidanan, kesehatan ibu, bayi dan keluarga berencana;

melaksanakan fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas
lapangan dalam penanganan kesehatan ibu dan usia lanjut;

melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan ibu
dan usia lanjut serta menyusun solusi pemecahan masalah;

melaksanakan pemantauan kegiatan program kesehatan ibu dan usia fanjut di
lapangan dan jaringannya;

. melaksanakan evaluasi terhadap Puskesmas dan Rumah Sakit tentang

program/pelayanan kesshatan ibu dan usia lanjut;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan ibu dan usia lanjut;

melaksanakan promosi kesehatan dalam bidang kesehatan ibu dan usia lanjut,

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan
Keluarga, yang berkaitan dengan urusan kesehatan ibu dan usia lanjut, dalam
rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

melaporkan kepada Kepsla Bidang Kesehatan Keluargs setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Kesehatan lbu dan Usia Lanjut;

bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensy
pambahasan rencana anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan |bu dan Usia Lanjut
dengan satuan kerja terkait/Tim /Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Kesehatan lbu dan Usia Lanjut, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tuges lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan
Keluarga, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Keseghatan Anak
Pasal 17

Seksi Kesehatan Anak dipimpin oleh secrang Kepala Saksi adalah unsur pelaksana
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesehatan Keluarga.

Seksi Kekesehatan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pamerintahan
daerah di bidang kesehatan anak.

Untuk melsksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan
Anak mempunyal fungsi:

b

i

e

perumusan kebijakan teknis kesehatan anak di Bidang Kesehatan Keluarga,

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
anak;,

pembinaan dan pelaksaanaan tugas bidang kesehatan anak; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga,
sesual dengan tugas dan fungsinya.
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Seksi Kesehatan Anak mempunyai uraian tugas:

a

membaniu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, dalam melaksanakan tugas di
bidang kesehatana anak;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Anak, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas:

& memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan tugas

bawahan:

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
daerah di bidang kesehatan anak;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data cakupan kegiatan kesehatan
anak;

melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut ke Puskesmas dan
jaringannya;

melaksanakan fasilitasi, peningkatan pengetahuan, kelerampilan dan

kemampuan petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan/program
kesehatan anak;

melaksanakan kegiatan kesehatan anak khusus pada usia remaja kelompok
sekolah dan putus sekolah,

melaksanakan evaluasi program kesehatan anak bersama lintas sektor antara
lain pendistribusian obat cacing, pembinaan UKS bagi murid TK, SDiMI,
SLTPMTs, SMA/SMK/MA,

melaksanakan fasiilitasi dalam penanganan/penciptaan kondisi'sarana kesehatan
untuk kesehatan anak;

melaksanakan inventansas| parmasalahan yang berhubungan dengan kesehatan
anak serta membuat pemecahan masalah;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kera terkait dalam pemberian
sosialisasi/pengarahan kegiatan kesehatan anak,

melaksanakan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan anak
dan remaja,;

memberikan saran dan pertimbangan kepada HKepala Bidang Kesehatan
Keluarga, yang berkaitan urusan kesehatan anak, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Kesehatan Anak;

bersama dengan Kepala Subbagian Program, melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Kesehatan Anak dengan Satuan Kerja
terkeit/Tim/Panitia Anggaran,

melaksanakan evaluvasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Kesehatan Anak, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan
Keluarga sesusi dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
Seksi Gizi
Pasal 18

Seksi Gizi dipimpin oleh secrang Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana yang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesehatan Keluarga.

S_a!csi Gizi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
gizi,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Giz,
mempunyai fungsi:

b
8
d

perumusan kebijakan teknis di bidang gizi;

. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang gizi;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perbaikan gizi masyarakat, dan

. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Bidang Kesshatan Keluarga,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Gizi, mempunyai uraian tugas:

b,

membantu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, dalam melaksanakan tugas di
bidang perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;

mangelola penyusunan rencana dan program Seksi Gizi, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi patunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;
menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
daerah di bidang gizi,

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data program perbaikan
gizi masyarakat dan visualisasi data dalam bentuk laporan;

melaksanakan pemantauan status gizi dan konsumsi gizi di masyarakat serta
visualisasi data hasil pemantauan;

pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian luar biasa di bidang gizi dan
penyusunan rencana tindak lanjut upaya penanggulangannya,

melakukan surveilans gizi buruk dan penangulangannya sesuai ketentuan yang
beriaku;

melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait dalam
upaya promosi perbaikan gizi keluarga dan gizi masyarakat;

melaksanakan upaya pengemboangan program gizi sesuai dengan perkembangan
status gizi masyarakat;

. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan terhadap status gizi masyarakat:

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perbaikan gizi keluarga dan
masyarakat,

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang HKesehatan
Keiuarga, yang berkaitan dengan urusan perbaikan gizi masyarakat dan
keluarga, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan,
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p. melaporkan kepada Kepala Bidang Kesehstan Keluarga, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Gizi;

r. bersama dengan Sekretarizs melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana
anggaran Seksi Gizi dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran,

8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Giz,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

t. melaksanakan tugas lasin yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan
Keluarga, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Bagian Pertama
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin cleh secrang Kepala
Bidang merupakan unsur pelaksana, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pemberantazan Penyakit mempunyai tugas mengelola
urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan pemberaniasan penyakit,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan
dan pemberantasan penyakit,

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pencegahan penyakit, pemberantasan
penyakit dan pengawasan penyakit, dan

d pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesusai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanskan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aysat

(2) dan ayat {3), Kepala Bidang Pencegahan dan Pembserantasan Penyakit,

mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyakit;

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyakit, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

¢. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala
Seksi, sesual dengan bidang tugasnya,

d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka melaksanakan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

e, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan
daerah di bidang pencegahan dan pamberantasan penyakit.

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyusunan
dan penyajian laporan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular,
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melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan kegiatan pengawasan,
pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit menular langsung dan
penyakit bersumber binatang:

melaksanakan survellans epidemiclogi penyakit menular dan tidak menular,

melakukan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa penyakit menular di
masyarakat;

melakukan penangggulangan masalah kesehatan (penyakit menular dan tidak
menular) akibat bencana dan kejadian luar biasa (KLB);

melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan penyakit menular;

. menyelenggarakan promosi  kesehatan dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular dan tidak menular,

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan
dengan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesal melaksanakan tugas/
penugasar,

mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensilpermbahasan rencana
anggaran Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakil, dengan satuan
kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas/ kegiatan Bidang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, sesuai ketentuan yang
bardaku, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pencegahan Penyakit
Pasal 20

{1} Seksi Pencegahan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

(2] Seks: Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pencegahan penyakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan
Penyakit, mempunyai fungsi:

a.
b.

perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan penyakit;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan
penyakit,

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pencegahan penyakit menular dengan
imunisasi, dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Panyakit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



30 -

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pencegahan Penyakit, mempunyai uraian tugas:

a,

b.

membeantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dalam
melaksanakan pencegahan penyakit menular dengan imunisasi;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Pencegahan Penyakit, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

mendistnbusikan dan memberi patunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;,
membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:

menyiapkan bahan penyusunan dan menelash peraturan perundang-undangan di
bidang program pencegahan penyakit menular dan tidak menular,

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berkaitan
dengan upaya pencegahan panyakit menular dengan imunisasi;

melaksanakan pembinaan ke Puskesmas berkailan dengan upaya pencegahan
penyakit dengan imunisasi meliputi vaksin, rantai dingin, peralatan imunisasi,
peralatan penyimpanan vaksin dan logistik Imunisasi serta pencatatan dan
pelaporan,

menyusun petunjuk teknis upaya pencegahan penyakit menular dengan
imunisasi;

melakukan analisis dan menyiapkan kebutuhan vaksin dan peralatan/logistik
imunisasi;

melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian vaksin dan logistik imunisasi ke
Puskesmas,

melaksanakan pengamatan dan pemantavan terhadap kejadian ikutan pasca
imunisasi;

melakukan promosi kesehatan kaitannya dengan upaya pencegahan penyakit
menular dengan imunigasi,

melakukan koordinasi dengan unit/satuan kerja lain yang terkat dengan
pencegahan penyakit menular dengan imunisasi;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit yang berkaitan dengan urusan pencegahan penyakit
menular dan imunisasi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

meanyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pencegahan Penyakit,

bersama Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi! pembahasan
rencana anggaran Seksi Pencegahan Penyakit dengan satuan kerja terkait/Tim/
Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pancegahan Penyakit, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penaykil, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Seksi Pemberantasan Penyakit
Pasal 21

(1) Seksi Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

{(2) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pemberantasan penyakit.

(3} Untuk melsksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Seksi
Pemberantasan Penyakit, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberantasan panyakit,

b. pelaksanaan wurusan pemerintahan dan pelayanan umum di  bidang
pemberantasan penyakit;

¢ pembinaan dan pelaksanaan lugas bidang pemberantasan penyakit menular
termasuk penyakit yang bersumber binatang, dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Panyskit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayai (1), ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit, mempunyai uraian tugas:

8. membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dalam
melaksanakan tugas urusan pemberantasan penyakit menular termasuk penyakit
bersumber binatang;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberantasan Penyakit, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

¢ mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di
bidang pemberantasan penyakit,

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berkaitan
dengan upaya pemberantasan penyakit menular,

h. menyiapkan kebutuhan alat. bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
upaya pemberantasan penyakit menular termasuk yang bersumber binatang,

i. melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkat dalam rangka
pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit menular;

j. melaksanakan kegiatan pemberantasan vektor penular penyakit,

k. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan penyimpanan  peralatan
pemberantasan veklor penyakit;

| melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis upaya pemberantasan penyakit
menular di puskesmas;

m. melaksanakan keordinasi dengan unit’satuan kerja terkait dalam penanganan,
pemberantasan penyakit bersumber binatang,

n. melaksanakan promosi kesehatan dan bimbingan teknis upaya pemberantasan
penyakit menular termasuk yang bersumber binatang;



(1)

(2)

(3)

(4)

-32-

0. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit yang berkaitan dengan urusan pemberantasan
penyakit, dalam rangka pengambilan keputusanfkebijakan:

p. mellapnrkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
setiap selesal melaksanakan tugas/penugasan:

q. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemberantasan Penyakit,

r. bersama Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensiipembahasan
rencana anggaran Seksi Pemberantasan Penyakit dengan Satuan Keria
terkait/Tim/ Panitia Anggaran;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Seksi
Pemberantasan Penyakit, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
FPemberantasan Penyakit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan Penyakit
Pasal 22

Seksi Pengawasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Seksi Pengawasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan pamerintahan
daerah di bidang pengawasan penyakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pengawasan

Penyakit, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangawasan penyakit;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan
penyakit;

Cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan penyakit menular dan
tidak menular. dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan ftugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pengawasan Penyakit, mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit di bidang
pengawasan penyakit;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Penyakit, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,

g, memaniau, mengendalkan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

f.  mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kesakitan dan kematian yang
berkaitan dengan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan KLB maupun
penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat,
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g melakukan surveilans epidemiclog penyakit menular dan tidak menular secara
kontinyu;

h. melaksanakan pembuatan, penyusunan dan penyebarfuasan buletin epidemialogi
penyakit;

i. menyusun petunjuk teknis pengawasan dan pengamatan penyakit yang
berpotensi menimbulkan KLB;

. melakukan investigasi lapangan terhadap kasus kejadian luar biasa penyakit dan
menyusun rencana tindak lanjut upaya penanggulangannya;

k. melakukan koordinasi dengan unit/satuan kera lain dalam upaya
penanggulangan KLB penyakit;

|.  melaksanakan pengelolaan program kesehatan haji dan transmigrasi;

m. melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kera yang terkat dalam upaya
pengawasan dan pengamatan penyakit;

n. melaksanakan promosi kesehatan tenlang pencegahan penyakit kepada
masyarakat umum dan masyarakat yang berisiko;

0. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantaan Penyakit, yang berkaitan dengan urusan pengawasan dan
pengamatan penyakit menular, dalam rangka pengambilan keputusan/kebljakan;

p. melaporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

q. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pengawasan Penyakit,

r. bersama Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi pembahasan
rencana anggaran Seksi Pengawasan Penyakit dengan satuan kerja terkait/Tim/
Panitia Anggaran;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegatan Seksi
Pengawasan Penyakit, sesuai ketertuan yang berlaku, dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan ocleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIl
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum
Pasal 23

{1} Hal-hal yang menjadi tugss dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat cipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah, kegiatan
operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta
Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara
berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

{4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
lainnya. Bagian Kedua
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Bagian Kedua

Pelaporan
Pasal 24

(f) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

{2} Pengaturan mengenal laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris,

{2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang,
seauai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas,

BAB 1X
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretans Daerah
setelah memenuhi syarat adminisirasi dan kualifikas! berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2} Kepala Dinas bertanggung jawsb dalam pelaksanasn pembinaan kepegawaian di
lingkup Dinas.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 27

Penetapan dan uraian tugas pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Keputusan Peraturan Bupati Cirebon Momor 34 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan,

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan
Strukiural pada Dinas Kesehatan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008
BUPATI| CIREBON,
ttd

DEDI SUPARDI
Diundangkan di Sumber
™ pada tanggal 18 Desem

NOVIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 47 SERID.5
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